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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNANAAN DANA 
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAAN  

REFORMASI KALURAHAN TAHUN 2025 
KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN 

 

 

1. Latar Belakang 
 
Reformasi Kalurahan tertuang secara khusus pada Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang 
Reformasi Kalurahan. Reformasi Kalurahan ini menjadi aktualisasi misi dan 
strategi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan 
kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang 
inklusif dan pengembangan kebudayaan. Secara operasional, Reformasi 
Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni: (1) Reformasi 
Birokrasi Kalurahan dan (2) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. 
 
Dalam pelaksanaan dan implementasi Reformasi Kalurahan, diperlukan 
dukungan pendanaan yang bersifat kolaboratif baik dari Pemda Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten dan Kalurahan. Pemda Daerah Istimewa 
Yogyakarta melalui Dana Keistimewaan berkomitmen untuk memberikan 
dukungan pelaksanaan Reformasi Kalurahan melalui Bantuan Keuangan 
Khusus Reformasi Kalurahan (BKK Reformasi Kalurahan) yang dalam 
pelaksanaan diperluan panduan pelaksanaan yang dapat digunakan oleh 
pemerintah kalurahan dalam melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi 
Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. 
 
Aktivitas-aktivitas yang menjadi prioritas dalam Reformasi Birokrasi Kalurahan 
adalah: 

1. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Pemerintah Kalurahan; 

2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima; 
3. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan; 
4. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan; 

 
Aktivitas-aktivitas yang menjadi prioritas dalam Reformasi Pemberdayaan 
Masyarakat Kalurahan adalah: 

1. Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting; 
2. Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan 

Kebudayaan; 
3. Penguatan Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan. 

 
Pada Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo memperoleh Bantuan 
Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan melalui Kantor Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(DPMKKPS) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,-. Adapun 



 

dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi 
Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. 
 

2. Tujuan Kegiatan  
Adapun melalui latar belakang yang telah dituangkan terdapat tujuan daripada 
pelaksanaan kegiatan BKK ini sebagai berikut; 

a. Memberikan dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan rencana aksi 

Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan 

Masyarakat di Kalurahan. 

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan 

Kalurahan, pelayanan publik, dan kemandirian masyarakat. 

 
3. Dasar Hukum 

Dasar Hukum yang menjadi landasan Kegiatan BKK ini diantaranya sebagai 
berikut; 

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. 
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi 
Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 (Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2); 

e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 
2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Penugasan Urusan Keistimewaan; 

g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 
tentang Reformasi Kalurahan; 

h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah 



 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52); 

i. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan; dan  

j. Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
76/SEKDA/VIII/2024 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan 
Khusus Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2025. 

 
4. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Untuk melaksanakan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan di 
Kalurahan Sardonoharjo, kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 
adalah Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan 
Masyarakat Kalurahan. 
1) Nama dan Pengampu Kegiatan 

Nama kegiatan ini adalah Reformasi Kalurahan, adapun Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (DPMKKPS) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
2) Anggaran 

Jumlah anggaran pada BKK Dana Keistimewaan Reformasi 
Kalurahan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 
Penggunaan anggaran BKK Dana Keistimewaan Reformasi 
Kalurahan dirincikan sebagai berikut; 
No. Kegiatan Pagu Realisasi 
a.  Reformasi 

Birokrasi 
Kalurahan 

: Rp37.000.000,- Rp37.000.000,- 

b.  Reformasi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kalurahan 

: Rp63.000.000,- Rp63.000.000,- 

BKK Dana 
Keistimewaan 
Reformasi Kalurahan 

: Rp100.000.000,- Rp100.000.000,- 

 
Adapun secara terperinci mengenai realisasi keuangan dan fisik 
penyerapan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan disajikan 
pada lampiran sebagai satu kesatuan dokumen Laporan 
Pertanggungjawaban ini. 

 
3) Bentuk Kegiatan 

Bentuk kegiatan yang dilakukan BKK Dana Keistimewaan Reformasi 
Kalurahan Tahun 2025 di Kalurahan Sardonoharjo sebagai berikut; 
a.  Reformasi Birokrasi 

Kalurahan 
: 1) Pengembangan SAKIP 

Pemerintah Kalurahan 
2) Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Prima 



 

3) Penguatan Pengawasan oleh 
Masyarakat dan Badan 
Permusyawaratan Kalurahan 

4) Penguatan Pengelolaan 
Keuangan Kalurahan 

 
b.  Reformasi 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kalurahan 

: 1) Penguatan Kegiatan 
Penanganan Stunting 

2) Penguatan Kegiatan untuk 
Pendampingan Pengembangan 
Kebudayaan 

3) Penguatan Kegiatan untuk 
Penanganan Kemiskinan 

 
 

4) Pendukung dan Hambatan Kegiatan 
Dalam pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan 
Tahun 2025 di Kalurahan Sardonoharjo dijumpai berupa dukungan 
berupa Anggaran dan hambatan berupa ketersediaan data yang 
belum lengkap. 

 
5. Dampak Pelaksanaan 

Adapun melalui pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan di 
Kalurahan Sardonoharjo Tahun Anggaran 2025 telah memberikan dampak 
diantaranya pada ruang lingkup sebagai berikut; 

a. Reformasi Birokrasi 
1) Telah tersusunya standar pelayanan, melalui tersusunnya dokumen 

standar pelayanan dapat mempermudah masyarakat dalam 
kepengurusan dokumen pelayanan kependudukan di Kalurahan 
Sardonoharjo. Selain dokumen standar pelayanan telah dilakukan 
survey kepuasan masyarakat yang memperoleh indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) dengan nilai 86,71. 

2) Pelaksanaan koordinasi antara Pemkal dan BPKal  dalam rangka 
penetapan indikator kinerja Lurah dan penyusunan dokumen 
perjanjian Lurah dihadiri stakeholder seperti 
Bamuskal/LPM/Pengurus KDM/BUMKal/PKK/Karang Taruna dalam 
rangka pembahasan dokumen perjanjian kinerja lurah untuk 
mencapai tujuan pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel di kalurahan Sardonoharjo. 

3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan berdampak pada tertibnya 
dalam hal penatausahaan, melalui kegiatan ini pelaporan 
pertanggungjawaban kegiatan lebih cepat dan tepat. 
 

b. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat 
1) Telah terlaksananya pelatihan bagi para kader posyandu di 

Kalurahan Sardonoharjo, dimana dalam pelatihan dijelaskan kembali 
kedudukan dan fungsi kader di willayah padukuhan. Selain itu 
penjelasan terkait dengan penanganan stunting oleh puskesmas. 





    PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
     KAPANEWON NGAGLIK 

PEMERINTAH KALURAHAN SARDONOHARJO 

  
Alamat :Jalan kaliurang Km 9,8 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  

Telepon 0274 4532220 Kode Pos 55581 

LAPORAN PENYERAPAN DANA BKK DANA KEISTIMEWAAN 

KALURAHAN SARDONOHARJO  

TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama : Harjuno Wiwoho, S.E. 

Jabatan : Lurah Sardonoharjo 

 

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi  

Penyerapan BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo 

Tahap I Tahun Anggaran sebagai berikut; 

Tahap I Rp100.000.000,00 

Tahap II Rp0,00 

Total Rp100.000.000,00 
 

Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah; 

Tahap ini : Rp100.000.000,00 

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp100.000.000,00 

Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : Rp0,00 





    PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
     KAPANEWON NGAGLIK 

PEMERINTAH KALURAHAN SARDONOHARJO 

  
Alamat :Jalan kaliurang Km 9,8 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  

Telepon 0274 4532220 Kode Pos 55581 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA 

BANTUAN KEUANGAN DAERAH 

PEMERINTAH KALURAHAN SARDONOHARJO 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

NO. KEGIATAN VOLUME 
KEGIATAN PAGU REALISASI PENYERAPAN SISA PAGU REALISASI 

% TAHAP I TAHAP II 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(5)+(6) (7) 

 Reformasi Kalurahan  Rp100.000.000,00 Rp100.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 
1 Reformasi Birokrasi Kalurahan  Rp37.000.000,00 Rp37.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

 
a. Pengembangan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 
Instansi 

2 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

 b. Pelaksanaan Pelayanan 
Publik Prima 2 Rp7.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

 
c. Penguatan Pengawasan 

oleh Masyarakat dan 
Bamuskal 

1 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

 d. Penguatan Pengelolaan 
Keuangan Kalurahan 1 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

        

2 Reformasi Pemberdayaan 
Masyarakat Kalurahan  Rp63.000.000,00 Rp63.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

 a. Penguatan Kegiatan 
Penanganan Stunting 1 Rp9.000.000,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 

 
b. Penguatan Kegiatan 

untuk Pendampingan 
Pengembangan 
Kebudayaan 

1 Rp19.455.000,00 Rp19.455.000,00 Rp0,00 Rp0,00 100% 





 

LAPORAN PROGRESS SERAPAN DANA BANTUAN  

KEUANGAN DAERAH 

PEMERINTAH KALURAHAN SARDONOHARJO 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
KODE 

REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU 
ANGGARAN  

SP2D/ BUKTI KAS PENGELUARAN STS REALISASI 
PENYERAPAN 

SISA 
ANGGARAN NO TANGGAL NOMINAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(3)-(6) 
 Urusan Kelembagaan Rp100.000.000,00   Rp100.000.000,00 Rp...,00 Rp...,00  

 Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Urusan Kelembagaan Rp100.000.000,00   Rp100.000.000,00 Rp...,00 Rp...,00  

 Penataan Kelembagaan Dan 
Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Rp100.000.000,00   Rp100.000.000,00 Rp...,00 Rp...,00  

 Sub-Kegiatan BKK REFORMASI 
KALURAHAN Rp100.000.000,00   Rp100.000.000,00 Rp0,00 Rp100.000.000,00 Rp0,00 

1.01.06 1. Pengembangan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Rp10.000.000,00 SPP Panjar No 0596 07/10/2025 Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00 

1.03.01 2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Rp7.000.000,00 SPP Panjar No 0662, 0663 17/11/2025 Rp7.000.000,00 Rp0,00 Rp7.000.000,00 Rp0,00 

1.04.93 3. Penguatan Pengawasan oleh 
Masyarakat dan Bamuskal Rp10.000.000,00 SPP Panjar No 0666 25/11/2025 Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00 

1.04.97 4. Penguatan Pengelolaan Keuangan 
Kalurahan Rp10.000.000,00 SPP Panjar No 0665 21/11/2025 Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp10.000.000,00 Rp0,00 

2.02.03 5. Penguatan Kegiatan Penanganan 
Stunting Rp9.000.000,00 SPP Panjar No 0664 17/11/2025 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 

3.02.99 
6. Penguatan Kegiatan untuk 

Pendampingan Pengembangan 
Kebudayaan 

Rp19.455.000,00 SPP Panjar No 0667,0668 25/11/2025 Rp19.455.000,00 
Rp0,00 

Rp19.455.000,00 
Rp0,00 

2.04.90 7. Penguatan Kegiatan untuk 
Penanganan Kemiskinan Rp34.545.000,00 SPP Panjar No 0628 01/10/2025 Rp34.545.000,00 Rp0,00 Rp34.545.000,00 Rp0,00 

 





 

LAPORAN KINERJA  PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

TAHUN ANGGARAN 2025 

JENIS BKK : REFORMASI KALURAHAN 
KALURAHAN : SARDONOHARJO 
KAPANEWON : NGAGLIK 
KABUPATEN : SLEMAN 

 

NO. INDIKATOR VOLUME 
KEGIATAN 

PAGU 
ANGGARAN 1 

TAHUN 

RENCANA 
KEG S.D 
AKHIR 
TAHUN 

PAGU KEG S.D 
AKHIR TAHUN 

REALISASI KINERJA 
(ANGKA, URAIAN) 

REALISASI KINERJA 
(%) 

OUTPUT KET. 

KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK (Rp) (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Pengembangan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi 

2 Rp10.000.000,00 
 

Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 100% Rp10.000.000,00 100% 
Tersusunnya indikator 
kinerja lurah dan dokumen 
perjanjian lurah 

 

2 Pelaksanaan Pelayanan 
Publik Prima 2 Rp7.000.000,00 

 

Rp7.000.000,00 Rp7.000.000,00 100% Rp7.000.000,00 100% 

Tersusunnya dokumen 
standar pelayanan dan 
diperoleh hasil survey 
kepuasan masyarakat 

 

3 
Penguatan Pengawasan 
oleh Masyarakat dan 
Bamuskal 

1 Rp10.000.000,00 

 

Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 100% Rp10.000.000,00 100% 

Penguatan tugas dan fungsi 
bamuskal dalam 
menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat 

 

4 Penguatan Pengelolaan 
Keuangan Kalurahan 1 Rp10.000.000,00 

 
Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 100% Rp10.000.000,00 100% 

Optimalisasi penggunaan 
aplikasi Siskeudes dan 
Penatausahaan 

 

5 Penguatan Kegiatan 
Penanganan Stunting 1 Rp9.000.000,00 

 

Rp9.000.000,00 Rp9.000.000,00 100% Rp9.000.000,00 100% 

Penguatan tugas dan fungsi 
kader posyandu di tingkat 
Kalurahan dan Padukuhan 
dalam penanganan stunting 

 

6 Penguatan Kegiatan 
untuk Pendampingan 1 Rp19.455.000,00  Rp19.455.000,00 Rp19.455.000,00 100% Rp19.455.000,00 100% Tersusunnya buku profil 

kebudayaan kalurahan 
 





 

LAMPIRAN DOKUMENTASI 
1. Foto Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

 
Penetapan Indikator Kinerja Lurah 

Tanggal : 11 Oktober 2025 

 
Penyusunan Dokumen Perjanjian Lurah 

Tanggal : 13 Oktober 2025 
 

2. Foto Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Publik  

 
Penyusunan dan Penetapan Dokumen Standar Pelayanan 

Tanggal : 25 November 2025 
 



 

 
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Tanggal : November 2025 
 

3. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Bamuskal 

 
Penguatan tugas fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan 

Tanggal : 26 November 2025 

 
Penguatan tugas fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan 

Tanggal : 27 November 2025 



 

 
Penguatan tugas fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan 

Tanggal : 28 November 2025 

 

4. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan 

 
Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes 

Tanggal : 14 November 2025 

 
Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes 

Tanggal : 15 November 2025 



 

 
Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes 

Tanggal : 20 November 2025 
 
 

5. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 

 
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 

Tanggal : 29 November 2025 

 
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 

Tanggal : 30 November 2025 
 
 
 



 

6. Penyusunan Profil Kebudayaan Kalurahan 

 
Rapat Koordinasi Persiapan Pengumpulan Data Kebudayaan 

Tanggal : 16 Juli 2025 

  
Pengumpulan Data Kebudayaan Kalurahan 

Tanggal : 30 Juli 2025 

 
Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan 

Tanggal : 9 Desember 2025 



 

 
Sosialisasi Profil Kebudayaan Kalurahan 

Tanggal : 11 Desember 2025 
 

7. Penguatan Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan 

 
Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Miskin 

Penerima : Paijo (Tegal Mindi) 

 
Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Miskin 

Penerima : Kuswanto (Manongsari) 



 

 
Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Miskin 

Penerima : Kanarsih (Patuk) 

 
Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Miskin 
Penerima : Mitro Utomo Paikem (Wonosobo) 

 
Pembangunan Jamban Sehat Keluarga Miskin 

Penerima : Madi Suyono (Tegal Mindi) 
 

 

 
 
 




